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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUST I7ZIN TRAYFK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemenntahan Daerah dan  Peraturan Pemenntah Nemor 25 [ahun 2000 tentang
Rewenangan Pemenintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka
kewenangan di bidang perhubungan khususnya yang berkaitan dengan pemberian
11n travek angkufan pedesaan merupakan kewenangan Pemeriniah Kabupaten ;

hatiwa dalam rangka pelaksanaan izin travek terschut, perlu diatr Retribusi Izin

hai i i b d‘ N selin Ada nv\}'hﬁ
bahwa sehubungan dengan moksud tersebut huruf 2 dan b di atas, perlu ditetapkan

eraturan Dacrah |
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 rentang Pembenmukan Daerah-dacrah
Kahipaien dalam Tingkiingan Propingi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980
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Undang-undang Nomo hun 19%1 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) .

1 Ny

Indang-undang Nomor 14 Tahun 1992 {eniang Lalu Lmias dan Angkuian Jalan
1 emharan Negara Tahun 1992 Nomaor 49, Tambahan T .embaran Negara Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paijak Dacrah dan Retribusi Dacrah
{Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Momor 3685),

scbagimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 lahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Undang-undang Nomoar 27 Tahiun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran

o ann T LT 1. .1 R A - " A Y L
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Leinbatan Negara Nomor 3839),
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Portturan Pemenniah Nomor 27 [ aun L% 8 ventang Pelabsanaan Undang-undang

' . v > 11 ML E -y, -
Hukum Acara Pidans (1 embaran Negara Lahun P983 Nomor 3% Tambahan | embaran
Negara Nomor 1297

Y Peraturan Pemennah Nomer 41 Tahun 1993 tentany Angkutan Jalan {Lembaran
Namarn T N : - ¥ Y
segars Lahun 1992 Nomor 89, 1ambahan Lembaran Negara MNomor 3827)

Q

Perawran Pemeniah Nomor 12 Tahun 1993 tentang  Pemenbeaan Rendaraan
Rermotor di Jatan (i embaran Neg

ata Tahnn 1993 Nomaor o Tambahan 1 embaran
.\\‘x.u.) Nomog 390K

10. Peraturan Pemeriniah Nomor 43 Tahun 1993 wntang Prasarana dan Talu 1 intas Jalan

(Lembaran Negara Lahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
1 Peratran Pemerintalh Nomor 14 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemud:
{1 embaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Iembaran Negara Nomor 3530),

U2 Perawran Pemenntsh Nomor 23 Tabun 2000 lentany Kewenangan Pemeriniah dan
Newenangan Propinsi Schagai Dacrah Otonom (T.embaran Negara Tahun 2000 Nomor

S+ Tambahan Leibaran Nogara Nowor 3952) |

L Paawran Pemermtah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retnbusi Dacrah (Lembaran
Nepara Lahun 2001 Nemor 119, |ambahan Lembaran Negara Nomor 4139) .

14 Repursan Presiden Nomor 44 Tahun 1599 tentang Tekmik Penvusunan Peraturan

Perondang=ondangan dan Bentuh, Rancangan Undang-undang, Rancangan Perafiran

Fememials dan Ranvangan Reputusan Fresiden
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aluran Monieni Dalam Negen Nomor 4 lahun 1997 tentang Penyvidik Pegawai
Nezen Siptl & Linghungan Pemenntah Daerah |

-

-

lo. Keputusan  Menteri Kehakiman  Nomor  M.04-PW.07.03 Tahun  19%4 tentang
Wewenang Penvidik Pegawar Negen Sl |

17 Kepumusan Menicn Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 icntang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Reiribusi Daerah .

o hoputusan Meaten Dalam Negen MNomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di bidang Ketnibusi Daerah -

19 Kepurusan Menter: Daiam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
Admuustrass Pagak Daerah, Retrbusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain

20. Keputusan  Menteri Pahubungan Nomor KM, 84 Tanun 1999  tentang
I'enivelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
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aturan Dastah Fabupoten Daersh Tingkar T Kudus Nomer 10 Tahun 1987 tent g
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Fenyidik Fegawar Negen Sipil di Lingkvngan Pemerintah Daerah Kabupaten Dacrah
Timgkat I Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Dacrah Tingdat Ii Kudus Tahun 1988
Nomor 43



Menimes . _ . s -
perhank an Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal & Tuli 2002

Nomor 172.24/2002 tenlang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rudns tentang Retribusi T7in Travek untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah -

Dengan persetujuan
BEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN

TItpkan © PRRATURAN DAERAH KARUPATEN KUDUS TENTANG RETRIRUSI IZIN
TRAYEK.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan

1. Dacrah adalah Kabupatc_n Kudus;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;

4. Kas Dacrali adalah Kas Dacraly Kabupaten Kudus ;

wn

Instansi yang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah
i ;

6. Kepala Insansi yang dimnjuk adalah Kepala Badan/Dinas’Kantor/Bagian di
lingkungan Pemeriniah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan diserahi
fugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini -

-1

Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan bermotor vang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;

8 Angkutan Pedecaan adalah angkutan dari satu rempar ke tempat lain dalam satu
dacrah Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang
umum vang terikat dalam fravek tetap dan teratur -

9. Angkutan Perbatasan adalah angkutan pedesaan vang melavani dua kawasan
pedesaan yang berbatasan pada dua daerah Kabupaten ;

10. Trayek adalah Hntasan kendaraan umum unmuk pelayanan jasa angkutan orang
dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal
dan tyuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal

11, Travek Tetap dan Teramur adalah pelavanan angkutan vang dilakukan dalam Jaringan
frayek secara tetap dan teratui dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal ;
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2. Janngan Trayek adalah kumpulan dan (ravek-travek yang menjady sary kesatuan
Janngan pelayanan angkuian orang |

Tiavek Pedesaan adalah trayek vang seluruhnya berada dalam satu dacrali
Kabupaten :

[rayek Yerbatasan adalah travek antar pedesaan yang berbatasan yang scluruhnya
berada di daerah propmst. ;

Mobil Penympang Umim adalah kendaraan bennotor vang dilengkapi paling
1 I 4 a T 1 i
banyih 8 (detupant) ttapai dudub. Gidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkuian bagasi ;

Mobil Bus Unium Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi 9 (sembilan)
sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa periengkapan pengangkutan bagasi ;

Mobil Bus Umum Sedang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapt 20 (dua
putuby sampai dengan Y0 (tiga putuh) tempat dudu, tidak termasuk tempat dudak
peigentudi, baik dengan maupun tanpa periengkapan pengangkutan bagasi .

Takst adalah heendaraan umum jenis mobi! penumpang yang dibert tanda khusus
dan dilengkap: dengan arpometer |

fzin Travek adaiah izin vang diberikan kepada orang pribadi atau badan unfuk
menvelengearahan pelavanan jasa anghutin orang dengan mobil bus, mobil
pertianpane dan anghuian Ksus |

izin Insidentd adalah i1zin vang dapat diberikan kopada orang pribadi atau badan
vang menyelenggarakan  angkutan - vang telah memuliki izin travek unfuk

menggunakan kendaraan bermotornya menympang dari izin trayek vang dimiliki |

Rabupaien dalam ranghka pemberian 12mn kepada orang, pribadi alau badan vang
dimaksudkan unigk pembinaan, penganivan, pengendalian. dan pengawasan 2ias
Kegiaian peinanfaaian ruaig, penggunaai suinber dava alan. barang, prasarana,
sarana. atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan wmum dan memaga

sl aeioves fawn ovl ')
ROICSWANAN AGEAUNZED |

Retmbus Perizinan Tertentn adaiah retnbust atas kegiatan tertenfi Pemerinizh

14 b4 | 1 :1:1-/ Al 1 ]
ano diberikan kepada pemilik/awak kendaraan

. Retuibust Lzin Trayeh yaug sclanuinya disebut Retribusi adalah pembayasan atas

pembertan 1zin Travek kepada orang pribadi atau badan

Wajib Retnbusi adalah orany pribadi atau badin vang menurut  peraturan
perundang-undangan diwajiblan untul melakukan pembayaran retribusi termasuk

pemungut 2iau pemoieng refibust tertentu;

Badan adaiah sekumpuian orang dan awu modai yange merupakan kesaiuan baik
vang melakukan usaia maupun vang tidak mclakukan usaha vang meliputi
peiseioail isibatan, porseiodil Koianditer. perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerali dengzai fama dan bentuk apapun. tirma, kongsi, koperasi. dana
pensiun, perscauluan, perkumpulan, yayasan. Organisast massa, organisast sosial

it
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Angkutan Penumpang umum & Kabupate
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- Suiat Tagihag Retribusi Daeraly Vaii

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah 1.

tyanan anglnian  pedesaan whagaimana  dimak Pasal 3 avat (2

Sural Keletapan Ketviby Dacvah yang selanumya dwmgkat SKRDY adatah surat
beietapan rewribusi yang menentuian besumnya jumiah reiribusg loruiang |

¢ selanjutnya disingkat STRD adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanki administrasi berupa bunga dan

atau dendy.

ebih bayar yanga selanjutnya dicingkat SKRDLE
ang menentukan jumiah kelebihan retribusi karena
¢ dari pada retribuysi terntang ataw tidak seharusnya

adaiah suray ketetapan retribnsj v
Jnmlak kredit retritgg lebily bega
Icmlmlg 3

BAB 1Y

ANCKUTAN PENUMPANG UMUM

A

Bagian Pertams
Tmum

Pasal 2

raten Kudus, meliputi
Angkutan penumpang umum dafam trayek tetap dan teratur

Angkna

an penumpang wnum tidak dalam trayek,

i

Raginng Kedug
Amgkutan Pennumpang Urnum dalam Trayek Tetap dan Teratuy

Pasal 2

Pelayanan anghutan per

SaRan penumpang dengan kendarzan umum dalam trayek tetap dan
teratur, diiaksanakan daiam jaringan trayek.

Janngan iravek sebagaimana dimaksud ayai (1) terdin dary
@ Travek Pedesaan

Mo i o TR LA S
Liayen reivatasail.

cr

)

e -y o al . leown s 1 wont (1 :
Jarmgan travek sebagaimana cimaksud ayat (1) ¢

ciatur lebih lanjut oleh Bupati,

) houf 3

Arernl

o~ remvimg o ¢ . . Aal e Aewral o
MLTIpunyai janwai :Ctﬁp dan atau tidak tcf“au'n'ﬂl 5

1adwal tetap dibertakukan apabila permintaan angkutan

fe)

'l
.

ukup tinget ;

i Sl pada terminal yang wajib

peidyanan angkatan bereitar Ia

disinggahi dalam wakm menungau refatif iama -

1 e e n Lo o1 ah: an " -
4 yang merupakan asal pemberangkatan persmggahan dan twjuan angknian
pedesaan adalah ferminal yang diiunjuk

dilavani oleh mobil hus umum dan atau mobil penumpang wmum
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Pavagraf 2
Anglatin untubc epertunn Pariwisndpn

F'osal §

\w'i.u{'m n
wuk { AW sebaw !
L;pulu.m pariwEita JLI).xp,.mmum dimakaud Pasal 7 unme )

i ks {IRAH ll\ H| (o]
o duw.m me 11;"’\"!'\&11] mob
i i mobnl PCHUUIDBUI’

Wilival enetcd - :
l!\u h operasy .mg.}ul.m pariwisata adalah dari dan ke tempat toguan wikata dan
bddak dibatast oleli wilayali adimistoatil.

I'agal 9

Anghutan pariwisata diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
3. mengangkut wisatawan |

h p;Iayun_nu angkutan dari dan ke daeral tujuan wisata ;

¢. didayam dengan mobit bus umum atau mobil penumpang umum |

. ndak masuk terminal

Persyaratan. bentuk dan ukuran tanda khusus angkutan pariwisata akan diater lebih
lanjut olch Bupati,

Paragraf 3
Angkutan Penumpang Khusus

Pasal 10

Angkutan penumpang  khusus scbagaimana dimaksud [asal 7 angka 2,
dilaksananakan dengan menggunakan mobil bus umum, mobil penumpang umum
atau mobil barang yang harus memenubi persyaratan teknis dan laik jalan yang

i

dibuktikan dengan buku uj1.

Angkuian penumpang, khusus sebagaimana dimaksud ayal (1), melipuil angkulan
antar jemput karvawan dan antar jemput tami hotel.

Wilayal operasi angkutan penumpang khusus adalah dari dan ke tempat tujuan
tertentu dan tidak dibatasi oleh wilayah.

Paragraf 4
Angkutan Taksi

Man taksi schagaimana dimaksud Pasal 7 angka 3, dilaksanakan dengan

r‘xﬂbku
an mobil pepumpang umum Yyang, dibert tanda Khusus dan dilengkapi

mengeunak
dengan argometer serta persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan
buku uji.

Angkuian kst diseienggaraian dengan ciri-ciri pelayanan sebagal berikut :

a  pelavanan angkutan dai puits ke pini .
b, wilayah oncrasl terbatas

5 ol 5
o tidak masuk torminal
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Persvaratan, bentuk dan ubur

7 1 tanda bhusus angkutan taker akan diarur lebih
fansut ofeh Bupat.

BAB 1]
PERIZINAN

Bagian Pertama
izin Trayek

LA B R )
rusul &
Urang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan angkutan pedesaan dan
atau angkutan perbatasan dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur
wajib memiliki Izin Trayek.
Jerug-tenis permohonan izin trayek eebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
4 12m travek baru ;
b perpanjangan karf pengawasan
<. perubahai 1zin Trayek,

Perub Izin Trayek sebagmmana dimaksud ayat (2) huruf ¢, dilakukan dalam

hal :

a. pembaharuan masa berlaky 17in ;

b. penambahan jumiah kendaraan bermotor ;

¢ pengalihan penilikan pervsahaan dan mm pengalihan sebagian {zin fravek :
p*:lld.lllUdilNl frehuensi .

¢. perubshan travek. mcliputi pencrusan travek. perpendekan travek, dan
pengaiihan rayek |

t. penggantian kendaraan, meliputi peremajaan, perubahan nomor kendaraan, dan
tukar posist kendaraan,

(=5

Tatacara dan svarai-gyarai perizinan sebagaimana dimaksud avar (1) diatur lebih
famui oieh Bupaii.

Pasal 13

Izin Trayek sehagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), diberikan atas nama
pemegang ian dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Petikan Mepumsan Rupati diberikan kepada pemegang izin melalui Instansi yang
dinunjuk.

}nugi\d wahiu Iz Tm_\rck adalali 5 { ua; faliuts,

PR . ..
ain ke!'kau Ekspums:m Bupat sebagaumzu dimakeud Pasal 13 ayat (2),

enga. wasan.

3
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Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud avai (1) wapih dibawa oleh pengemudi
dalam mengnnerasivan kendaraan umim

Kartu Pengawasan tersebut berlaku untuk jangka wakwu 1 (satu) tahun.



Ragian Kedua
lzin Insidentil

Pasal 15

13 Din Insidenti s e
(1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan

yang toiah memiliki izin frayck untuk menggunakan kendaraan bermotor
menympang dari izin travek vang dimiliki.

I7in Tnsidenti} schagaimana dimaksud avat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:

a. menambah Kekurangan angkutan pada keadaan tertentu untuk angkutan
musiman, yaitu angkutan untuk hari-hari besar keagamaan, seperti Lebaran,
Natal, Tahun Baru dan lain-lain ;

b.

angkutan pariwisata, angkutan haji, angkutan liburan sckolah, dan angkutan
ransmigras: |

¢. angkuian penumpang, kbusus ;
d keadaan darurat, seperti bencana alam dan lain-lain.

(3) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud avat (2) hurut b hanya diberikan untuk satu
kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 7 (tujub) han serta tidak dapat
diperpanjang,

(4)  Khusus unfuk pengangkutan rombongan pengantar jenazah tidak diperiukan Izin
Tnsidentil

Pasal 16

(1) Kendaraan umum vang memiliki izin insidentil schagaimana dimaksud Pasal 15
ayat (2) huruf a, dalam operasinya wajib menaikkan dan menurunkan penumpang
di terminai.

(2) Kendaraan umum vang memiiiki 1zn insideniil sebagaimana dimaksud Pasal 15
avai (2) hwuf h. ¢, dan d dalam operasinva tidak diwajibkan menaikkan dan
feiuruikan peiiumpang di teriiinal,

(4]

~—

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus dinyatakan dalam Izin
Insitenti! yang diberikan.

—~

Pasai 17

T o

. - 4 . .t i ‘11 P 2 2
Tatacara dau persvaratan pettuohonan 1zin nsideniil diatur lebad lanjut oleh Bupati.
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aWak Lendarg
Keteny
letap

an vang beroperast harus memennhy persyaratan sesoag dengan
N peraturan perundang-undangan vang berlnku dan mer upakan pengemudi

nelaporkan kepada Bupati atau Repala Instansi vang ditunjuk apabila terjadi
petubahan keperulikan perusahaan atau domsili perusahaan |

MM pengesahan dari Bupan atau Fepaly Instansi yang ditunjuk apabila akan
mengaiiitkan izin travek ;

twelay uui Waveh sesua izin yany diberiha, dengean cia

8 memelihara Kebersthan dan kenvamanan serta keamanan kendaraan yang
dioperasikan ;

b, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang ;

¢ mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang
menggunakan tanda pengenal perusahaan

d membawa kariu pengawasan dafam operasinya,

Pasal 19

Setap awak hendaaan umum yang mengoperasikan kendaraan umum  harus
memenuh tatacara menaikkan dan menurunkan penumpang,

Daiam menaikkan dan atau menurunkan penumpang schagaimana dimaksud ayat
(L Rendaraan harus dalam keadaan berhenti dan tidak mengganggu kelancaran
ladu Lintas Lamnnya dan menibahayakan penupang,
BAB V
PENCABUTAN IZIN
Pasal 20

I7in Travek dapat dicabut apahila

4. perusahaan angkutan dan atan  awak  kendaraan melanggar  ketentuan
sebagamnana dimaksud Pasal 18 dan atau Pasal 19:

o
b
T
=
="
"]
1
)
3
3

K memenuhy persyararan teknis dan laik jalan -

¢ melakuban nengangkntan melebihi dava angkut ¢

=5

bertienti menunggeu penumpang di luar terminal vang telah ditentukan

¢ Karena kelalaian pengemudi sehingpa terjadi kecelakaan yang mengakibarkan

lnv'i'\':n ;l(l"T L
Korban jiwa
L memperoieh 1an dengan carg tdak sah,

Tatacara pencabutan 17in Travek schagaimana dimaksud ayat (1) diatur Iehih lanjut
oieli Bupati,
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BAB VI
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 21
(1) Nam

“ama Retmbusy adalah Retribusi Izin Trayek.

(2} Dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi atas pelayanan
Lzin Travek.
Pasal 22
(1} Obyek Retnbusi adalah setiap pelayandn pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah
Kahupaten kepada orang pribadi atau badan.

(2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

a. lzin Travek Pedesaan, meliputi :
1) Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Kecil ;
2) Bus Umum Sedang ;

b 17in Travek Perhatasan, meliputi -
1) Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Kecil |
2) Bus Umum Sedang :

¢. lzin angkutan Takst ;

d. Perpaniangan dan atau perubahan lzin Travek ;

e. Izin Insidentl.

Pasal 23

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin
Travek.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 24

Retribusi izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 25

Tingkai penggunaan Reiribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang
diberikan, jumlah travek, jenis, dan jumlah kendaraan umum.



o~

ps

R

BAR IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIT RETRIBUSI

Pasal 25

FI".I!'“p gan sacaran dalam penetapan struktur bns'zrn\ a tanf retribust dimaksudkan
unmik menutup sebagian arau seiuruh biava penyelenggaraan perizinan.

Biaya scbagaimana dimaksud aval (1) meliputi komponen biava survei dan biaya
lranspo'tas. dalam rangka pengendalian dan pengawasan scrta biava pembinaan
hun ma\ a adnuudquaﬂ
BABX
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 27

Struktur dan besamya taril Retribusi Lmn Trayek dibedakan berdasarkan jenis
kendaraan vmum dan daya angkut.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditctapkan sebagai berikut :

a. Retuibusi Izin Traveh Perdesaan dan Izin Trayek Perbatasan -

——

Mobil Penumpang Umum dan Mobil Dus Keeil, sebesar Rp100.000,-
(seratus ribu rupiah) per kendaraan

I} Mobil Bus Sedang sebesar Rpi25.000 - (serams dua puluh lima ribu
rupiah) per kendaraan.

et

-

Reinbusi Izin Angkuian Taksi, sebesar R Rp. 100.604,- (seratus ribu rupiah) per
kendaraan :

¢. Retribusi Izin Insidentil. sehesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per

Landnsenaen
aCTIGATAAn |

4. Remrthng Pe ')nmna:m Karmu Dun‘gguraqa sehesar R{J\lﬂvh;‘l- (S"C?’J!'Jh ribu

. Seraaviess 2Nl PG

rupiait) per xcnaaraan.

BABXI
WILAY AH PEMUNGUTAN

Pasai 28

Wilayah pemunguian retribusi adalul Dacrah Kabupaien Kudus,



Saat retmibust terutang adalah pada saat ditctapkannya SKRD atau dokumen lam van

13

BAB X[
SAAT RETRIBRUST TERUTTANG

Pasal 29

1

dipersamak

(1)

(3)

h

thH

(2)

i
Le)

BABR X1
PENMUNGUTAN RETRIBL ST
Pasal 30

Pemungutan Ketibusi idak dapat diborongkan

' ! | i ang
Reinbust dipungoe dongan menggunahan SERD ataw dokumen  lam vang
dipersamaban

\ " aviat 11y M ko Foas
Hastl pemungutan retnbust sehagaiman dimaksud avat (1) disetorkan ke K

Daerah sesua peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Tatacara pemungutan retrtbust duatur lebth Lanyut oleh Dupatt
BAB NIV
PEMBAY ARAN RETRIBUSI
Pasal 31

Fembavaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/tunas.

Retribust terutang dilunas selambat-lambainya 30 (tiga puluh) han teritung scjak
diterbitkannva SKRT) atau dokumen lain vane dipersamakan.

Tala ia pembayaran, penyeloran, dan tempat penbayaran retribusi diatur lebth

tamjut oleh Bupati.

Pacai 32

Pembavaran refribis sehagamana dimaksud Pasal 31, diberikan tanda bukn

1
pelnvavdidil,

[

Scuap pembayaran dicatal dalam buku penenmaan.

Bentuk o Lualitas, nhuran buke dan wanda buke pembayaran rembust ditetaphan
oich Bupati.
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BABXY
PENAGITIAN RETRIBI 1S1

Pasal 33

¢ i “ akﬂ

(1) Dalam hal Wajb Ketribusi belum atau tidak mehmasi pembayaran m‘nb":;h n; -
» . L}

Bupaty aiau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan purat leguran pernga

“urat jain yang scjonis,

at toguran alau

Jikeluakaunya Bt . o
. clunasi retribus!

{2) Dalan jangha wakiu 7 () Luaai sotelaht A i
peringatan atau surat lain yang scjenis, Wajib Retribusi harus
terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 34
- “ ribusi diator leblt
Fienfuk formulis yang dipergunakan untuk pelaksanaan pend gihan retrib

lanjui oleh Bupati.

BADB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

4 atau kurang membayar,
dari besatnya
akan STRD.

ayar tepat waktunya
0, (dua petsen) sellap bulan
r dan ditagih dengan menggun

Datam hal Wajib Retribusi tidak memb
dikenakan sanksi aduinistiasi sebesar 2
retribusi terutang vang tidak atau kurang baya

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pusul 36
(13 Bupati atau Kepala lnstansi yaig ditunjuk berwenang meniberikan pengurangail,
keringanan, dan pembebasanl retribusi.

(2) Tatacara pembenan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribust

cebagaimana dimakeud ayat (1) diarur lebih anjut cleh Bupati
RABYVITH

PEMBETULAN. PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
CERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

PO RN 4%

SANKSI ADMINISTRASI
Fasal 37
(i) Wajib Reiribusi dapat mengajukan permohonan -
a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan

tulis. kesalahan hitung. ‘dan atau kekelirnan dalam pencrapan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah ) ) )



b Pengu
Nglrang; ,
SH2AN 21w pemmbataly ketetapan retribusi yang tidak benar ;
L [Rngurang: ) o kenaikan
f,:ﬁ;;l b £an atau penghapusan sanksi administrasi berupa ?ﬂmﬂfl d"]mfan Waib
B terutang dalam fial sanksi tersebut dikenakan karena kekhila

Petribysi atau bukan kesalahannya,

(2) Permoho ; i ketetapan
: 0nan  pembetujan gan atau pembatalan ,
G rasi eebagaimana dimaksud ayal (H

ey ‘¢ e

;J‘.i.,."-lra'ngan e DU SRl i 15.......b~- i kepada Bupati atau Kepala

harus disampaj is oieh Wajip Remribust kepad . ,
mpaikan secara rermlis ojeh Wajib R hari sejok tnge al

T s . = . . . ]1
tistansy vang dinmink eslambat-lambamya 30 (123 putuh) yaug jelas dan

. 1 o
10g v - B 3. L alasan
wiciuanys SKRD dan STRD dengau metiberikan

imenvakinkan umuk mendukung permohonannya.
pengu < serta penghapusan
) tau pembatalan Ketetapan, 5¢
(3) Tatacara pembetulan, pengurangan atau p IRl e

engurangan sanksi administrasi dianr

sTia

RABXIX

82,

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMRAYARAN RETRIBUST

Pasal 38

. i e . . '\vr 'ib
) Unruk perhirungan pengembaiian keiebihan pembayaran rctntgxsx, 'vatju
Retritusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupait ata

—t
~—

Fopala ustansi vang dituiljuk,

‘ 3 ralstae = s
permohonan sehagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran
retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi

Lar adming 2 hunan
dan araw sanks: administrast bernpa bunga.

PNV Aban Aunnne
) tdn Gasar

ebagaimana dimakeud avar (2), vang berhak atas kelebihan

—
tad
~—

Afas permohonan ¢
b ., 1 oo g 19 g
pembayaran fersebui  dapai diperhiiungkan dengan pembayaran reiribusi

selanjuinva.

Pasal 39

(1) Tehadap pombayaian ieiiibusi vany wmasilt tersisa setclah dilakukan perhituigan
scbagaimana dimaksud Pasal 38, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan
scjak ditcrimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran rewibusi sebagaimana dimaksud ayar (1), dikembalikan

kepada Wajib Retribusi pafing fambat 2 (dua) bulan sejak direrbirkannya SKRDLB.

3} Pengambaitan heicbilian pernbayaran reiribusi difakubkan setclal lewat 2 (dua) bulan
sejak  diterhitkannva  SKRDLB, Bupaii atau Repala Tnstansi vang ditunjuk
membcrikan imbalan borupa bunga schesar 2 %% {dua persen) per bulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.




Pasal 40

(1) Atag -
S Perhitupaag _
‘r"in!uutg.mufv schagumana  dimaksud  pasal 3%, ditorbitkan - bukt
A0 vang berlahu pula sebagar bukti pembayaran.
enerhitkan

|’ :\‘ I\\
N CRog i i
5 .;;ﬂh"u,‘m sehaoaimana dimaksid Pasal 39 dilakukan dengan m
[Tk H . .
“tFenntah Membavas Kelebituan Retibusi,

BABXX
KADALUWARSA

Pusal 41

T ; aa setelah
Y H awih rerribusi maupun dendanya menjadi Kadaluwarsa
- Hak untuk menagih retribusi: maupin denedn] e kiinsn STRD.

mclampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung scjak

—

(

. = ; o atenid AV tertangguh
(2) Kedalwwarsa penagihan retribust sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangg
apabila
2. duterbytkannya Surat Teguran, atau s
h ada pengakuan utang remribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak lanosing
i ] ” I ”san
(3) Bupati atau Kepala Instansi vang ditunjuk menelapkan Keputusan I gngha’ P 1
Piutang Retribusi Dacrah vang sudah kadaluwarsa schagaimana dimaksud avat (1).

BAB X\I

KETENTUAN PIDANA

Wapih Retribusi vang Gdak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan
Daerah chancam pidana kurungan paling fama 3 (lign) bulan atau denda paling
hanvak 4 (cmpat) kali jumlah retribusi yang terutang:

Pasal 42
(1} Wanh

(2) Tindak Pidana sehagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BsAB XXl
PENYIDIKAN
Pasui 43

1) Pgjabat Pegawair Negeri Sipil di lingkungan DPemerintah Kabupaten  dibent
wewenang khusus sebacai Penvidik untuk melakukan penvidikan tindak pidana di

—

bidang Petribusi Daeraly,
(2} Wewenang Penvidik sehagaimana dimaksud avai (1), adalah -
menerima. mencari. mengumpalkan. dan mencari keterangan atau laporan

berkenaan dengain tindak pidana di bidang Reiribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; -




!!‘!f_‘lwlm‘ I i
swalil, l!'.‘!l‘."m y )
A, dan mengumpnlkan keterangan mengenai orang pribadi

aiau badun fen g,
) n .
tindak pidan, rcm%:(;hfmﬂwn perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan

Y meminta Keter
o n}mm. l\'e tcrangan dan bahan bukti dari orang atau badan RS
engan tindak pidana di bidang retribusi |

U memenksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenzan dengas

)

tindak pidana di bidang rotribusi ;
ukti pembukuan,

 nendapatkan bahan b
k mendapa cnvitaan terhadap

¢ olakukan penggeledaban uniu
serta melakukan p

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain,

bahan bukti terscbut ;
‘ " idikan tindak
meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan {gas per yidikan 10

pidana di bidang retribusi ;

=

eninggalkan ruangan alau
dan memeriksa identifas
ksud huruf ¢

g menyurun berhenti dan atau melarang geseorang m
tempat pada saat pemeriksaan sedang herlangsung ey
orang dai atau dokumen yang dibawa sebagai mana di
tersebut di atas

L. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribust ;

i & iperi i
memanggil scseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbaga

tereangka atan saksi |

i menghentikan peayidikat |

k. melakukan tindakan lain yang perlu unmk kelancaran peny_idil(an tindak
pidana di bidang rewibusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-
Jawabkan :

meiakukan pemeriksaan aias  kebenaran keierangan berkenaan dengan
pencmuan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan hermotor :

alau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak

m.  melarang

memenuki persyaratan teknis dan faik jalan,

XXITi

[=+]

BA

KETENTUAN PERALIHAN

Moo ;
Dasal 44

Cal fraad 1 1 1 IR . B
ateary Anciaraan hermotng ‘v'gl‘t-’\'. Taiah I'ﬂ-‘x\‘lll!]»'l I n T l"!"ak '\f-‘irc‘a;" 'Irraq p rataran
SEMMISEY IhwARSL Al VWAL G JOMIES SAMLL SELWARARAALING ekl S AN NS

perundang-undangan yang tciah ada scbelumnya, dinyatakan tetap beriaku sampai

;
dengay haius masa berlakunya 1zin
vlakoava 1z,



I

HAN ANY
RETENTUAN PENCOTUE

Pusul 48

“)l-[“l y Bi
- i cnen
pelakean ‘h?-_ belum  diatr dalam Veraturan Dacrah ! sepanjand, m
sanaannya akan diatur lebih Lanjut ofeh Bupats
PPasal 46

" v
Petaturan Dacrah ind mulai berlaku pada tanggal dlundangkan.

wtwund::mmn peraturan

ahuinya, mcmcrinl.'m‘k;“'}_ _.l,pupﬂ“’" Fudus

Apar setiap orang, dapat menget
jalam | embaran Dacrah F-

Daerah i, dengan penempatannyia ¢

[ i : I
I\U{} HL Disahkan di Kudod o
" o pada tanggal g Juld 204
| BUPATI KUDUS,

Diundangkan & Kudus
pada tanggal ? Jull 2002

SERKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
’\\\ /Lo
b
[IERU SUDI ATMOKO
. [EMBARAN DAERAH IABUPATEN KURUS TAHUN 2002 NOMOR <0



ot

PER, .
ATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

N .
SOMOR 1 TAHDN 2002

Fa A b9 P

TENTANG

Den - 27 1
Demes: Dengan telah  dmundangkannya Undang-undang Nomot ‘2-6( %0 teniang JKewenangan
emerintahan Dacrah, dan Peraturan Pemerintah NomoT 25 Tahun . kcwam;;& o di bidang

rah Otonomi, maka k¢ -
berian 1210 irayek bagl kendaraan angku!
tah Kahupaten.

, 1 r . . .
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal Dae

A ' )
perhubungan khususnya yang berkaian dengan pem
ngan Pemerin

nerdesaan dan perhatasan merupakan kewena
: : , pelaksanaan pembeTl
Materi Peraturan Dacrah i antard lain mengatur _m"‘fm‘-‘ P
mbavaran retribusi.

besarnya tartp, dan tata cara pemungutan. dan per

Uﬂillll.'
3 , arakar ¢ bidang perhubunga?
Dalam rangka peninghaian pengelolaan can pelayanan mas} f;i:;“ Gesaan edan atasan
s g LA - hagi n angku ~ s
kKhususnva pelaksanaan emnerian 17N lra}'c}« bagt kendaraa . e
va peiaksanion £ ' ana dalam pelaksanaan pemberian 1210 :-qﬂ
busi 1z

dasar hoknm Dagt aparat pelaks atang Retsi

tu Peraiugan Daciail ic

serta guna membet han
Jlu paenyusuit dait iengd

petguian feitibust pe
Travek.
PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasai {sdas :cukup jelas

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.18
09:09:46 +07'00'
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